
 

 

BUPATI TANAH BUMBU 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 

 
NOMOR 1 TAHUN  2014 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 
17 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 

DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2011-2015 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TANAH BUMBU, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf 

e, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan  Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 
282 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Peyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015; 

 
b. bahwa hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa 

proses perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 
Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 

2011-2015 dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan 
tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan 

daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
54 Tahun 2010 serta adanya perubahan struktur organisasi dan 
tata kerja (SOTK) di Kabupaten Tanah Bumbu; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah 
Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu 
Tahun 2011-2015; 

 

 
Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia                 Tahun 1945; 
 

2.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi 
Kalimantan Selatan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 



2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4265); 
 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

5. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421);     
        

6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 
 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593); 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
12. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 
 

 



 

 
 
 

 
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11); 
 

14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 11); 

 
15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010; 
 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010  Nomor 517); 

 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 

2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan 
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 38), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 

2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 13); 
 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 

2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan 
Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 
40), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomort 14 Tahun 

2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi 
Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 14); 

 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 

2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan 

Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah 
Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 

Nomor 41), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 



Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 15); 

 
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 

2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan 

Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Dalam 
Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Bumbu Tahun 2007 Nomor 42), sebagaiman telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan, 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Kecamatan 

dan Kelurahan Dalam Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 19); 
 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20); 

 
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Pembentukan, Keududukan, Tugas Pokok dan 

Susunan Organisasi Badan Penanggulan Bencana Daerah 
Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Bumbu Tahun 2011 Nomor 6);  
 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 

2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16); 

 
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 

2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 17); 

 
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 

2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan 

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri 
Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Bumbu Tahun 2011 Nomor 18); 
 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 

 

dan  
 

BUPATI TANAH BUMBU 

 
 

 
 
 



 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 17 
TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

MENENGAH DAERAH  KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 
2011-2015 

 
 

Pasal I 

 
Merubah  Lampiran  Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 

Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 
  

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 

 
 

Ditetapkan di Batulicin  

pada tanggal  2 Januari 2014       
BUPATI TANAH BUMBU, 
 

 
             TTD 

 
MARDANI H MAMING 

diundangkan di Batulicin 

pada tanggal 2 Januari 2014 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, 
 

 
               TTD 

 
       SAID AKHMAD 
               

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2014 NOMOR 1 
 

 
 
 

 
 
 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (111/2014) 
 


